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1. Landasan Hukum 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan 

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

2. Fungsi Dewan Komisaris: 
a. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan terhadap pengelolaan Perusahaan 

oleh Direksi, termasuk terkait dengan kebijakan pengurusan, jalannya 
kebijakan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha 
Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi; 

b. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris mewakili kepentingan 
Perseroan, bertindak atas nama Dewan dan tidak dapat bertindak sebagai 
individu; 

c. Dalam melakukan pengawasan tidak boleh turut serta dalam mengambil 
keputusan operasional. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan 
mengenai hal‐hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan 
perundang‐undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam 
fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap 
menjadi tanggung jawab Direksi. Hal‐hal yang bersifat strategis menurut 
Direksi dan berdampak material terhadap Perusahaan dapat diajukan kepada 
Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuannya. 

d. Pengawasan dilaksanakan pada keputusan‐keputusan yang sudah diambil (ex 
post facto) maupun keputusan‐keputusan yang akan diambil (preventive 
basis); 

e. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan atas informasi dari 
Direksi dan RUPS, tetapi juga dapat berdasarkan informasi dari sumber lain 
yang dapat dipertanggungjawabkan; 

f. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak 
menyetujui terhadap tindakan‐tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan 
Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan mencakup semua aspek 
bisnis dan aspek operasional Perusahaan; 

g. Tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan 
peraturan perundang‐undangan yang berlaku; 

h. Beritikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 
kepentingan dan usaha Perusahaan. 
 

3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris 
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab 

atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi 
nasihat kepada Direksi. 

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS 
tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. 

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung 
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jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat 
membentuk komite lainnya. 

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang 
membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun 
buku. 

6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi 
dengan menyebutkan alasannya. 

7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam 
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh anggaran dasar 
atau keputusan RUPS. 

4. Persyaratan Dewan Komisaris 
a. Orang perseorangan; 
b. Memiliki akhlak dan moral yang baik; 
c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; 

d. Memahami Anggaran Dasar dan peraturan perundang‐undangan yang 
berkaitan dengan tugasnya; 

e. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun 
sebelum pencalonan; 

f. Mampu bekerjasama sebagai anggota Dewan Komisaris; 
g. Tidak pernah menjadi Direktur atau Anggota Dewan Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam 
waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; 

h. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan 
keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya; 

i. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, 
baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda 
(menantu atau ipar) dengan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direktur 
lainnya; 

 
5. Keanggotaan Dewan Komisaris 

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih Anggota Dewan 
Komisaris. Seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 

2. Masing‐masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama, 
mempunyai kedudukan yang setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus 
inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. 

3. Jumlah Anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas 
Perusahaan dengan tetap memperhatikan aktivitas dalam pengambilaan 
keputusan 

4. Yang boleh diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris adalah orang 
perseorangan yang memenuhi syarat yang ditentukan. 

5. Pembagian tugas di antara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka 
sendiri 

 
6. Rangkap Jabatan 

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: 
1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik 

lain. 
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau 

Perusahaan Publik lain. 
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3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai 

anggota Direksi, maka anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan 

sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau 

Perusahaan Publik lain. 

4. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau 

Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai 

anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 

7. Masa Jabatan Dewan Komisaris 
Para Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan masa jabatan 
masing‐masing Anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal RUPS yang 
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) 
setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk 
memberhentikan sewaktu‐waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan 
menyebutkan alasannya. Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan 
Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS. 

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: 
1. Masa jabatannya berakhir 
2. Mengundurkan diri 
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang‐undangan 
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 

5. Meninggal dunia 
 

RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai Anggota Dewan Komisaris untuk 
mengisi jabatan seorang Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari 
jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang 
diangkat untuk menggantikan Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau 
untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan Anggota Dewan 
Komisaris yang digantikan. Khusus untuk Komisaris Independen masa jabatan 
maksimal adalah 2 periode. 
 

8. Komisaris Independen 
Dalam komposisi Dewan Komisaris perlu ditempatkan Komisaris Independen. 
Komisaris Independen merupakan Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari 
dari luar Perusahaan dan tidak memiliki benturan kepentingan sehingga tidak 
berpotensi mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara 
mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan 
terhadap Direksi 

Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan Komisaris Independen yang telah 
menjadi kebutuhan bagi Perusahaan. Jumlah Komisaris Independen adalah 
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Anggota Dewan Komisaris, komposisi 
tersebut dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

 
Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Independen, calon yang ada harus 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau 
mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan 
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terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen 
Perusahaan pada periode berikutnya. 

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 
Perusahaan. 

3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Anggota Dewan 
Komisaris lainnya atau pemegang saham utama Perusahaan. 

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung 
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. 

5. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik 
menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul 
karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan 
anggota Direksi. 

6. Dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional perusahaan 

akan bertindak secara independen terutama dalam hal proses pengambilan 

keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis di atas. 

7. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa 

jabatan tidak dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya. 

8. Jika Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris 
Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite 
Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. 

9. Pernyataan Independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam 
laporan tahunan. 

9. Waktu Kerja Dewan Komisaris 
1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perusahaan. 
Namun tidak tertutup kemungkinan, Anggota Dewan Komisaris hadir di luar 
waktu kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak. 

2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan 
Komisaris dan pada waktu rapat Komite dimana anggota Dewan Komisaris 
menjadi anggota Komite yang bersangkutan. 

 
10. Rapat Dewan Komisaris 

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 
(dua) bulan. 

2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari 
seluruh anggota Dewan Komisaris. 

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala 
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam 
laporan tahunan Perseroan. 

5. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan 
musyawarah mufakat. 

6. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan 
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 

 
11. Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

Dewan Komisaris wajib menelaah laporan tahunan untuk disampaikan kepada 
Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara 
Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini dengan peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku, maka yang diterapkan adalah peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pedoman Kerja Dewan Komisaris secara berkala dilakukan evaluasi dan 
diperbarui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di 
Indonesia. 


